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BUPATI JEFPARA

PERATURAN BUPAT! JEPARA
NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN ,PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

KMenimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

a bahwa dalam rangka penyesuaian beberapa ketentuan dalam

Peraturan Bupali Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan  Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, dipandang perly
meninjau  kembali peraturan  Bupati  dimaksud  untuk
disesuaikan:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupali Jepara Nomor 37 Tahun
201 termtang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta
Monltoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Tengah.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ientang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 4286

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004  feniang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 4356);



10.

11,

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambaehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republk Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4438Y;

Undang-Undang Nemeor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambkahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

FPeraturan Pemarintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

Kepada Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pangelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesiz Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  Repubtik
Indonesia Tahur 2010 Nemor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaer 5165);

FPeraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Ingonesia Tahun 2011 Nomar 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5202}

Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Baerah,
scbagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2071
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2005 (Berita Negara Republk Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);
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Menetapkan

13

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sasial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

14.Peraturan Daerah Namor 10 Tahun 2006 ientang Pokok-pokaok

15.

Pengelolaan Keuangzn Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jepara Nomor 3).

Peraturan Bupati Jepara Nomor & Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hlbah dan Santuan Sostal {Benta Daerah
Kabupaten Jepara Tehun 2011 Nomor 238).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPAT| JEPARA NOMOR 37 TAHUN 20M
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN
DAN PENATAUSAHAAN, PELAPCRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 1

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Jepara Dalam Peraturan
Bupati MNomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cera Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011
Nomar 238), diubah sebagai berikul

1. Ketentuan Pasal? ayat {4} diubah sehingga berbunyl sebagal berikut:

(4y Badan Usaha Miik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dapat

berbentuk;

a Perusahaan Daerah;
L. Persercan Tarbatas.



2. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

(4

(2)

Pasal 8

Hibah kepada masyarakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {5)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

memilikl kepengurusan yang jelas;

berkedudukan daiam wilayah Kabupaten Jepara;

memllki sekretarfiat/kantor;

tidak terjadi kenflik internal;

memiiki /menguasal  tanah yang sah apabla merupakan pekerjaan
kontruksi;

memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasifinstansi /kelompok
orang.
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Hibah kepada crganisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sediki:

a ‘lelah terdaftar pada pemerintah daerah sekurang-kurangnya 3(tiga) tahun,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan:

b,  berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Jepara

c  memiliki sekratariat tetap.

d. tidek terjadi konflik internat

e. memiiki/menguasai tansh yang sah apabila merupakan pekerjaan
konstruksi.

f  memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.

3 Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga kesslurdhan Pasal 29 berbunyi sebagai
berikut :

(1

2)

(3)

Fasal 29

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh
penérima bantuan sostal.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang
yang diberlkan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagl anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia,
terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak
mampu.

Bantuan scsial befupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
harang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperh bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar b asa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan perahu untuk npelayan miskin, bantuan makanan/pakaian
kepada vyatim piatwtuna sosial, temak bagl kelompok masyarakat kurang
mampu.



Pasal |
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupali ink dengan penampatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3& Nopember 20U
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“"HENDRO MARTQJO

Diundangkan d Jepara
pada tanggal 3o Yopember 201

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

C HOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR . 265



